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BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2or4 tentangAnggaran pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2015, 
- perry ditetapkan peraturan BupatiTemanggung tentang penjabaran Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2o's, sebagailandasan operasional peraksanaan Apgo rahun Anggaran
20L5;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat .(6) undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun tg+5.

2. Undang-Undang Nomor 13 i"trr, 19s0 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten daram
lingJ<ungan Propinsi Jawa Tengah;

3. undang-undang Nomor 2g rahun Lggg tentang
l_enyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi 

, 
dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun rggg Nomor zs, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g51);

4 - Undang-undang Nomor 1z Tahun 2oog tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tamiahan Lembaran
leg_ara Republik Indonesia Nomor a2g6l;5. undang_-undang Nomor 1 Tahun ' 2oo4 tentangperbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambaf,an rcmbaran
{eggra Republik Indonesia Nomor a35S);

' 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentangpemeriksaan pengerolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran ttegaia Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tamblhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aaOe;



7. Undang-undang Nomor 2s rahun 2oo4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiorral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa2\;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L2S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443T1
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OOg
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8afl;

9. Undang-Undang Nomor 3g Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a}gl;

10. undang-Undang Nomor 27 Tahun 2oog tentang Majelis
Permusyawaratan Ra1ryat, Dewan perwakilan Ralryat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 723 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 50a3);

1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SOag);

L2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan perun Cang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523fl;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44L6) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 2l
Tahun 2oo7 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTL2l;
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2oo5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSO2);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 49, Tamb.rr"rt
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aS03);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlI Nomor 59);

17. Peraturan Pemerintah Nomor s5 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republi[
Indonesia Tahun 2005 Nomor lg7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTSI;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2oo5 tentang
sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l3g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45761 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang
Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLO Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republi[
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSZZ);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O,
Tambahan Lembaran Negara Reptr.blik Indonesia
Nomor a578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oos tentang
Pedoman Pen5rusunan dan penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1SO, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5g5);

22. Peraturan Pemerintah Nomor z2 Talrr:un 2oos tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aSST);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2oos tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a588);
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oos tentangPedoman pembinaan dan pengawasai
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oos Nomor 16s,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahu;.r 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimanl
telah diubah dengan peraturan pemerintah NJmor 3g
Tahun 2oo8 tentang pertrbahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 7g, Tamb.h"r,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ag55);26. Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintaf,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6lfl;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 2ooz tentang
Pembagian urusan pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a73T);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahu.n 2oor tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2ooz Nomor g9, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7aLl;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2oog tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 4O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aS26);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 20og tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a829);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2oog tentang
Bantuan Keuangan Kepada partai politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a9721;

32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2oor tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan penyebarluas"r,
Peraturan Perundang-Undangan ;33. Peraturan Presiden Nomor s4 Tahun 2olo tentang
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimani
telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2oL2 tentang perubahan
Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OLO
tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
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35.

34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2005 tentang Kedudukan protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan
Ralryat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2OOZ
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ra1ryat Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten

36.

Temanggung Tahun 2OO7 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2OO8 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2OOS-2O2S (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor
10);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan
Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2OO8 Nomor
13);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2OO8 Nomor 15) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2OlL
tentang Perrrbahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2OO8
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2}ll Nomor 23);

37.

38.

39.

40.

4t.
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42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16
Tahun 2oo8 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung fafrun
2oo8 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 22 Tahun 2OLL tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan perencanaan pembangunan
Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2OLI Nomor 24);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2OO8 Nomor 17);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1g
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 1g);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2
Tahun 2OO9 tentang Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2OO8-2O13 (Lembaran Daerah Kabup:ri en TemanggLrng
Tahun 2OO9 Nomor 2);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2OO9 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2OO9 Nomor L7);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1g
Tahun 2OO9 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OtO Nomor 2);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2O1,O tentang Pqjak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OlO Nomor 6);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2OtO tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OlO Nomor 7);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7
Tahun 2OlO tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2OLO Nomor 8);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor g
Tahun 2OLO tentang Pajak penerangan Jalan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2OIO Nomor 9);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3
Tahun 20L1 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penyuluhan Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2otl Nomor g);
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53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2olL tentang Bea perolehan H.t At." Tanahdan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2oll Nomor 1O);54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor L0Tahun 2o!r tentang pajak Air tanatr- (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2olr Nomor
11);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2otl tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2oro (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2OLI Nomor 17);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19
Tahun 2o-Ll tentang pajak bumi - a.rr- bangunan
Perdesan dan perkotaan (Lembaran Daerah Kabripaten
Temanggung Tahun 2011, Nomor 21);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23
Tahun 2oll tentang Tata Kerja satuin polisi pamong
Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2}ll Nomor 25);58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24
Tahun 2011 tentang organisasi dan tata xeda Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten

_ Temanggung Tahun 2ol,l Nomor 26);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1

Tahun 2or2 tentang Rencana tata Ruang wilayah
Kabupaten Temanggung Tahun 2ot1-2ogr fLembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2olr Nomor r,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2Tahun 2Ol2 tentang Retribusi pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

61. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Rumaf potong Hewan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggurg Tahu'
2072 Nomor 3, Tambahan Lembaran oaeiah Nomor 3);62. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 

'4
Tahun 2oL2 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan
pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2or2 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2012 tentang Retribusi parkii-di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 5);



64. Peraturan Daerah Kabupaten Temanrygung Nomor 6
Tahun 2oL2 tentang Retribusi penguJian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2oL2 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 6);

65. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7
Tahun 2OL2 tentang Retribusi eengganlan Biaya
cetak Kartu Tanda penduduk dan Akta catatan sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2Ol2 Nomor T,Tambahan Lembaran Daerah Ntmor 7);66. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 

'g

Tahun 2oL2 tentang Retribusi Terminal (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ot2 Nomor g,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor g);

67. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2OL2 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);68. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2oL2 tentang Retribusi rzin Mendirikan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2oL2 Nomor L0, Tambahan Lembaran Daerali
Nomor 1O);

69. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor I 1
Tahun 2or2 tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

70. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
Tahun 2Ol2 tentang Retribusi lzin Gangguan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung tatrun
2OL2 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
L2);

7t. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2OL2 tentang Retribusi pelayanan pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2Ol2 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
13);

72. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor L5
Tahun 2or2 tentang Retribusi Lain-lain pendapatan
Asli Daerah Yang sah (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2OL2 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 15);

73. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2ol4 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2Ois
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2OL4 Nomor 5);

74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L
Tahun 2071 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Talrun 2OL2
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

tX$3*X,tJ^?I?TfH. 
DAN BEL^'NJA DAERAH

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:

L. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 152.160.724.000,00

b. Dana Perimbangan Rp 843.553.440.000,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 317.486.331.946,00 (+)

Jumlah Pendapatan Rp 1 .3 L3.2OO.495.946,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 71L.533.771.823,00

2) Belanja Bunga Rp 4.000.000.000,00

3) Belanja Hibah Rp 51.114.321.000,00

4) Belanja Bantuan Sosial Rp 13.073.112.500,00

5) Belanja Bagi Hasil Rp 4.016.185.100,00

6) Belanja Bantuan Keuangan Rp 115.609.612.495,OO

7) Belanja Tidak Terduga Rp 500.000.000.00 (+)

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp899. 84 7 .OO2.9 1 8,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 40.871.812.000,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp21L.2LO.7OO.507,00

3) Belanja Modal Rp305.690.716,.aQ0.00 (+)

Jumlah Belanja Langsung Rp 557.773.228.907,OO

Jumlah Belanja Rp 1.457.620.231.825,00

Suplus/(Defisit) Rp (144.419.735.879,00).

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp193.419.735.879,0O

b. Pengeluaran Rp a9.000.000.00O.00 (-)

Jumlah Pembiayaan Neto Rp 144.4t9.735.879,00



Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp o,oo

Pasal 2

Ringkasan penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pejabat pengelola
Keuangan Daerah (DPA-PPKD) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 24 Desember 2Ot4

MANGGUNG,

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 24 Desember 2Ol4

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

-

BAMBANG AROCHMAN

SHKMA
ASISTEr\l

*lt+ I nl
KAEAG I'{IJKU

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2OL4 NOMOR
55
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